Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan merupakan hal yang sangat ditakuti oleh kaum perempuan. Ada dua
aspek yang menyebabkan perkosaan memiliki arti menakutkan. Aspek-aspek
tersebut dapat ditinjau dari segi yuridis formal dan segi sosiologis. Aspek-aspek
tersebut sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang

dinamakan perkosaan.*

Pasal yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan yaitu Pasal 285 KUHP yang
menyatakan: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena
melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Selain
diatur dalam KUHP, tindak pidana perkosaan khusus terhadap anak diatur secara
khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal
76D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan

% Suparman Marzuki, Pelecehan Seksual, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, 1997), him. 25
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bahwa Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 76D
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai
berikut:

1. Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain.

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Kemudian Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak mengatur bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman

Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
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kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul. Ancaman pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan
Pasal 76E Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perkosaan

Pelaku tindak pidana perkosaan terhadap wanita ternyata tidak terbatas pada usia,
pekerjaan ataupun status sosial melainkan pada umumnya pelakunya berlatar
belakang mewakili kaum lelaki yang termasuk telah mempunyai pengalaman
dalam tindak pidana perkosaan tersebut. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana
perkosaan yang diungkapkan oleh kriminolog Mulyana W. Kusuma, antara lain:

a. Sadistic Rape
Perkosaan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu
dalam bentuk kekerasan yang merusak, pelaku perkosaan telah nampak
menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya,
melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan
tubuh korban.®

b. Anger Rape
Anger Rape adalah penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas
menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram
dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan
obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas
frustasi-frustasi, kelemahan-kelemahan, kesulitan dan kekecewaan
hidupnya.?

c. Domination Rape
Domination Rape adalah suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku
mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban.
Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun
tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.?’

d. Seductive Rape
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang
tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan

% Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual
Advokasi Atas Hak Perempuan, (Bandung, Refika Aditama, 2001), him. 46
26 H
Ibid.
" Ibid.
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bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh
kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan
membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa
bersalah yang menyangkut seks.?®

e. Victim Precipitatied Rape
Victim Precipitatied Rape adalah perkosaan yang terjadi (berlangsung)
dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. Exploitation Rape
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan
hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil
keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang tergantung
padanya secara ekonomis dan sosial.*

Perkosaan selain mempunyai tipe-tipe dan berbagai kemungkinan yang timbul
sebagai akibat dari perkosaan juga mempunyai sifat-sifat dari perkosaan yaitu:

1. Sifat perkosaan yang eksprensif, yaitu sifat perkosaan yang maksud dan
tujuannya itu hanya sebagai pemenuhan kebutuhan latent (seks) dan tidak
untuk tujuan di luar selain tujuan itu.

2. Sifat perkosaan yang instrumental, yaitu sifat perkosaan yang maksud

dan tujuannya itu di luar kebutuhan latent (seks) tersebut. Contohnya
seks tersebut hanya sebagai pelampiasan balas dendam.*

C. Pengertian Anak Sebagai Korban

Pengertian tentang korban, salah satunya mengacu pada Deklarasi Prinsip-Prinsip
Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan
(Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of
Power) terutama pada frase-frase dari paragraf 1 dan 2 yang menyatakan korban
berarti orang yang secara perorangan atau kelompok menderita kejahatan,
termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau

perampasan nyata terhadap hak dasar mereka”.

%8 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Op.Cit. him. 46

* Ibid. him. 47

* Ibid.

3! Luhulima Sudiarti Achie, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
Dan Alternatif Pemecahannya, (Jakarta: Alumni, 2000), him. 49



22

Perlindungan korban perkosaan secara langsung masih terbatas dalam bentuk
pemberian rehabilitasi melalui ganti kerugian oleh si pelaku tindak pidana. Belum
ada ketentuan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban perkosaan
tindak pidana. Rehabilitasi melalui Ganti rugi oleh negara hanya terbatas kepada
tersangka atau terdakwa dan terpidana. Ada 5 (lima) kemungkinan rehabilitasi
melalui ganti kerugian kepada korban perkosaan dalam perkara pidana, yaitu: (a)
pemberian rehabilitasi melalui ganti rugi sebagai syarat khusus dalam pidana
bersyarat; (b) Memperbaiki akibat dalam tindak pidana ekonomi sebagai tindakan
tata tertib; (c) pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, sebagai
pidana tambahan; (d) penggantian biaya rehabilitasi yang telah dikeluarkan dalam
proses penggabungan gugatan perkara ganti kerugian (perdata) dalam perkara
pidana; dan (e) Membayar pidana denda oleh pelaku tindak pidana kepada negara,
apabila tidak dibayar si pelaku tindak pidana dikenai pidana kurungan paling lama

6 (enam) bulan.*

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara
yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata
“mengadili” sebagai rangakain tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan

memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang

%2 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op.Cit. him. 136



23

suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat

dan biaya ringan.*

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat
banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan
terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu
kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan
perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas,

jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.*

Kerap sekali terjadi terutama terhadap perkara-perkara yang mendapat perhatian
masyarakat luas. Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan dianggap
senuansa dengan koruptif dan kolutif. Secara umum anggapan itu adalah sah-sah
saja, setidaknya ada alasan dari masyarat yaitu telah hampir hilangnya
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, disebabkan terbongkarnya
berbagai kasus penyuapan yang melibatkan aparat pengadilan, terutama hakim.
Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus
mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis
(keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan
bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang

terjadi dalam masyarakat.

% Lilik Mulyadi. Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Jakarta:
Ikahi, 2007), him. 25
* Ibid.



24

Hakim yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengadili suatu perkara, yaitu
serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana
berdasarkan asas bebas, adil dan tidak memihak pihak-pihak tertentu di sidang
pengadilan menurut cara yang telah diatur dalam KUHAP. Hakim sebelum
menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah
tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian
memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Sudarto hakim memberikan
keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan
perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

b. keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan
terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah
dan dapat dipidana;

c. keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat
dipidana.®®

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang
memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta
peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan
Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dan berkembangan dalam masyarakat. Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan
putusan, hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana

(strafsoort), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (strafmaat) dan cara

pelaksanaan pidana (straf modus). Hakim juga memiliki kebebasan untuk

% Sudarto. Op.Cit. him. 84
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menemukan hukum (rechatsvinding) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam

undang-undang.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara
yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas
dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu
hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-
alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang
dilandasi dengan integritas moral yang baik. Menurut Gerhard Robbes secara
kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam
melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:
1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau
mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas
dan fungsi yudisialnya.*®
Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan
mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak
tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mengintervensi hakim
dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku.®’

% Ahmad Rifai, Op.Cit. him 102
%" 1bid. hlm. 104
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E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali
harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum
tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka
barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber
hukum yang lain seperti yurisprudensi, dokrin, traktat, kebiasaan atau hukum
tidak tertulis. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama
Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi
hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan
hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hakim dalam mengadili suatu perkara
yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan
peristiva yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu,
sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan
peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang

diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstruksikan dan
mengkualifikasikan peristiwva dan fakta tersebut, sehingga ditemukan
peristiwa/fakta yang konkret. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan

fakta secara obyektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya
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secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum
yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka
majelis hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum
itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. Hakim menemukan
hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas, jika tidak
diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan
mernpergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah
penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks
itu, sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya
untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim
tidak lagi terikat dan berpegang pada teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak

mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Putusan hakim dapat dikatakan baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut
dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan yang berupa:

1. Benarkah putusanku ini?

2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?

3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?

4. Bermanfaatkah putusanku ini?*®

Prakteknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap seseorang hakim yang
baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik
pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang

tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kehilafan (rechterlijk dwaling), rasa

% Lilik Mulyadi. Op.Cit. him. 198
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rutinitas, kekurangan hati-hatian, dan kesalahan. Pada praktek peradilan, ada saja
aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam

membuat keputusan.

Pasal 191 KUHAP menyatakan dengan tegas bahwa pengambilan keputusan itu
didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang
pengadilan. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana
tentu saja hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek
yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai
sosiologis, filosofis, dan yuridis. Hakekatnya dengan adanya pertimbangan-
pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan
hakim menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig atau null and void)

karena kurang pertimbangan hukum.*

Lazimnya dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan
yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan
menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi
komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang
diajukan dan diperiksa di persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di tingkat
penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara, sedangkan
fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang yang menjadi dasar-dasar
pertimbangan bagi keputusan pengadilan.*’ Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam

persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan

¥ Lilik Mulyadi. Op.Cit. him. 199.
0 Roeslan Saleh. Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana. (Jakarta: Aksara Bara, 1983),
him. 188.



